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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 652/Pdt.P/2019/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara

Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ERWIN ROHADI bin MUSTIADI, tempat dan tanggal lahir Selat Barat, 20 Juni

1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  kediaman  di  Dusun  Selat  Barat,

Desa  Selat,  Kecamatan  Narmada,  Kabupaten  Lombok  Barat,

selanjutnya sebagai Pemohon I;

DAROJATIN NIDHAUL AULIA binti SATRIAWAN HADI PUTRA, tempat dan

tanggal  lahir  Penujak,  23  Juli  1995,  agama  Islam,  pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

tinggal  di  Dusun Selat Barat,  Desa Selat,  Kecamatan Narmada,

Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I  dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon I  dan  Pemohon II  dalam  surat  permohonannya

tertanggal 29 Juli  2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Giri  Menang  tanggal  29  Juli  2019 dengan  Nomor

652/Pdt.P/2019/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  16  Mei  2013,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Selat

Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan

Pemohon  II  berstatus  Perawan,  pernikahan  dilangsungkan  dengan  wali

nikah ayah kandung Pemohon II bernama SATRIAWAN HADI PUTRA yang
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dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. DJIAH dan dihadiri saksi

nikah masing-masing bernama: SOPIAN ERDI dan JUNAIDI dengan mas

kawin berupa cincin emas seberat 3 gr (tiga gram) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada pertalian nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut

ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku;

4. Bahwa  setelah  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  hidup  rukun

sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  1  orang  anak

bernama:  Galuh  Desta  Azzahra,  perempuan,  lahir  tanggal  17  Desember

2013;

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu

pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai

kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata

tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan Agama Kecamatan  Narmada,  Kabupaten

Lombok  Barat,  sementara  saat  ini  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri  dan

status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan

nikah;

7.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini; 

      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara

ini,  selanjutnya  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (ERWIN  ROHADI  bin

MUSTIADI)  dengan  Pemohon  II  (DAROJATIN  NIDHAUL  AULIA  binti

SATRIAWAN HADI PUTRA) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013
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di Dusun Selat Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok

Barat;

3. Membebankan  kepada  para  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  para  Pemohon

telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat

nikah yang  telah  diumumkan  oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan Agama  Giri

Menang  pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak

satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan  sampai saat ini tidak

ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah

yang diajukan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang terdaftar

pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri  Menang tanggal  29 Juli

2019 dengan  Nomor  652/Pdt.P/2019/PA.GM  dalam  sidang  terbuka  untuk

umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa  selanjutnya  para  Pemohon  mengajukan  bukti  berupa  surat

sebagai berikut:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk-el  NIK  :  5201030107900428  yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  tanggal 08 Maret

2013 atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Lombok Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis

Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi

kode (P.1);
2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk-el  NIK  :  5201056307950002  yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  tanggal 07 Maret

2018 atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Lombok Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis

Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi

kodeP.2;
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Bahwa  para  Pemohon juga  menghadirkan  dua  orang  saksi  sebagai

berikut:

Saksi I: Mustiadi bin Mustiara , umur 55  tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir,

tempat  tinggal  di  Dusun  Selat  Barat,  Desa  Selat,  Kecamatan  Narmada,

Kabupaten Lombok Barat. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon I,

di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

-Bahwa para Pemohon menikah  pada tanggal  16 Mei  2013 Di  Dusun

Selat Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada,  Kabupaten Lombok Barat

dan saksi hadir  pada saat itu;

-Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon

II berstatus perawan;

-Bahwa  yang  menjadi  wali  Nikah  Pemohon  II  adalah  ayah  kandung

Pemohon II bernama Satriawan Hadi Putra yang pada pengucapan akad

nikah berwakil kepada H. Djiah; 

-Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri  oleh masyarakat

banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Sopian Erdi dan Junaedi;

-Bahwa mas kawin  berupa cincin  emas seberat  3  (tiga) gram dibayar

tunai;

-Bahwa  antara  para  Pemohon  tidak  ada  halangan  ataupun  larangan

untuk melakukan perkawinan;

-Bahwa selama menikah, para Pemohon telah  dikaruniai  1 orang anak

yang  diberi  nama  Galuh  Desta  Azzahra,  perempuan  lahir  tanggal  17

Desember 2013;

-Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini,  Pemohon I dan Pemohon II

tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan

masih beragama Islam;

-Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan

para Pemohon sebagai suami isteri;

-Bahwa  Pemohon I  dan Pemohon II  tidak memiliki  buku nikah karena

tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;
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-Bahwa  tujuan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan  permohonan

Itsbat  Nikah  untuk  kelengkapan  identitas  diri  dan  untuk  melengkapi

kelengkapan persyaratan mengurus akta kelahiran anak;

Saksi  II: Junaedi  bin  Sami’ah,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan

wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Dusun  Selat  Barat,  Desa  Selat,  Kecamatan

Narmada,  Kabupaten  Lombok  Barat.  Saksi  mengaku  sebagai  keluarga

Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

-Bahwa para Pemohon menikah  pada tanggal  16 Mei  2013 Di  Dusun

Selat Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada,  Kabupaten Lombok Barat

dan saksi hadir  pada saat itu;

-Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon

II berstatus perawan;

-Bahwa  yang  menjadi  wali  Nikah  Pemohon  II  adalah  ayah  kandung

Pemohon II bernama Satriawan Hadi Putra yang pada pengucapan akad

nikah berwakil kepada H. Djiah; 

-Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri  oleh masyarakat

banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri  dan  Sopian

Erdi;

-Bahwa mas kawin  berupa cincin  emas seberat  3  (tiga) gram dibayar

tunai;

-Bahwa  antara  para  Pemohon  tidak  ada  halangan  ataupun  larangan

untuk melakukan perkawinan;

-Bahwa selama menikah, para Pemohon telah  dikaruniai  1 orang anak

yang  diberi  nama  Galuh  Desta  Azzahra,  perempuan  lahir  tanggal  17

Desember 2013;

-Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini,  Pemohon I dan Pemohon II

tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan

masih beragama Islam;

-Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan

para Pemohon sebagai suami isteri;
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-Bahwa  Pemohon I  dan Pemohon II  tidak memiliki  buku nikah karena

tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;

-Bahwa  tujuan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan  permohonan

Itsbat  Nikah  untuk  kelengkapan  identitas  diri  dan  untuk  melengkapi

kelengkapan persyaratan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti

apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan  ini, maka ditunjuk segala

hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum

perkara  ini  disidangkan,  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Agama  Giri  Menang

telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan

Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak

satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai

dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi  Peradilan Agama  Buku II

edisi  revisi  tahun  2014 poin  11  halaman  145,  namun  sampai  perkara  ini

disidangkan  tidak  ada  pihak  yang  mengajukan  keberatan  atas  permohonan

tersebut,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perkara  tersebut  dapat

dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang,  bahwa ternyata  para  Pemohon mengajukan permohonan

Itsbat  Nikah  atas  pernikahannya  yang  terjadi  sesudah  tahun  1974.  Pada

dasarnya permohonan tersebut menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22

Penjelasan  Umum  Undang-undang  nomor  7  tahun  1989 tentang  Peradilan

Agama tidak  dibenarkan,  namun karena para  Pemohon menyatakan bahwa

permohonan  tersebut  sangat  diperlukan  untuk  kepastian  hukum perkawinan

para  Pemohon,  maka  demi  kemaslahatan  dan  dengan  merujuk  kepada

ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam
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maka  secara  formal  permohonan  para  Pemohon  dapat  diterima  dan

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  alasan  para  Pemohon  mengajukan  permohonan

itsbat  nikah  karena perkawinan  mereka  (Pemohon I  dan  Pemohon II)  tidak

terdaftar  di  KUA setempat  dan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  kutipan  akta

nikah;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  yang  dikemukakan  oleh  para  Pemohon

pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II

pada  tanggal  16  Mei  2013 di  Dusun  Selat  Barat,  Desa  Selat,  Kecamatan

Narmada,  Kabupaten  Lombok Barat,  dengan wali  nikah  Pemohon II  adalah

ayah kandung Pemohon II bernama SATRIAWAN HADI PUTRA yang dalam

pengucapan akad nikah berwakil  kepada H.  DJIAH dan dihadiri  saksi  nikah

masing-masing  bernama:  SOPIAN  ERDI  dan  JUNAIDI  dengan  mas  kawin

berupa cincin emas seberat 3 gram (tiga gram) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para

Pemohon telah  mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi yaitu  :

Mustiadi bin Mustiara, umur 55  tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir,  tempat

tinggal  di  Dusun Selat  Barat,  Desa Selat,  Kecamatan  Narmada,  Kabupaten

Lombok  Barat dan  Junaedi  bin  Sami’ah,  umur  35  tahun,  agama  Islam,

Pekerjaan  wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Dusun  Selat  Barat,  Desa  Selat,

Kecamatan Narmada,  Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2 berupa Fotokopi

KTP-el Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta autentik dan telah

dicocokkan  dan  sesuai  dengan  aslinya,  bermeterai  cukup  serta  telah

dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materil  pembuktian  dan  memiliki  kekuatan

pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat  sesuai  dengan  Pasal  285

dan  301  R.Bg,  sehingga  terbukti  bahwa  Para  Pemohon  tinggal  di

Kabupaten  Lombak  Barat  yang  merupakan  wilayah  hukum  Pengadilan

Agama  Giri  Menang  maka  Pengadilan  Agama  Giri  Menang  berwenang

memeriksa permohonan a quo;
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Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan

di  bawah  sumpahnya  sebagaimana  ketentuan  pasal  175  R.Bg,  keterangan

mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal

171  R.Bg.,  sehingga  berdasarkan  hal-hal  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon

II  telah  memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal  waktu

dan  tempat  pernikahan,  wali  nikah,  saksi-saksi,  mas  kawin,  ada  atau  tidak

adanya  halangan  pernikahan,  serta  keterangan  lainnya  terkait  tidak  adanya

orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I  dan Pemohon II  sebagai

suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak

pernah  keluar  dari  Agama  Islam  serta  tujuan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

mengajukan  itsbat  nikah  ini,  keterangan-keterangan  tersebut  ternyata  saling

bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga

telah memenuhi ketentuan  Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  tersebut  telah  ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa  Pemohon  I  telah  menikah  secara  agama  Islam   dengan

Pemohon II  yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2013 di Dusun Selat

Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan

wali  nikah  Pemohon  II  adalah  ayah  kandung  Pemohon  II bernama

SATRIAWAN HADI PUTRA yang dalam pengucapan akad nikah berwakil

kepada  H.  DJIAH dan  dihadiri  saksi  nikah  masing-masing  bernama:

SOPIAN  ERDI  dan  JUNAIDI dengan  mas  kawin  berupa cincin  emas

seberat 3 gram (tiga gram) dibayar tunai serta belum pernah bercerai  dan

hingga sekarang ini  Pemohon I  dan Pemohon II  masih  tetap beragama

Islam;
 Bahwa  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tersebut  tidak  ada

hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

perkawinan  baik  menurut  agama  Islam  maupun  menurut  peraturan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut  antara Pemohon I  dengan

Pemohon II telah melakukan hubungan suami Isteri dan  dikaruniai 1 orang

anak;
 Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  belum  mempunyai  Kutipan  akta

nikah;
 Bahwa  tujuan  para  Pemohon  mengajukan   permohonan  Itsbat  Nikah

adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan identitas

diri dan status anak para Pemohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum di  atas,  diketahui

bahwa  perkawinan  para  Pemohon  tersebut  ternyata  dilaksanakan  setelah

berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974, namun  perkawinan  ini

tidaklah termasuk  perkawinan  yang  batal  demi  hukum,  maka  Pengadilan

berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang

memang bersifat eksepsional selama memenuhi  syarat  dan rukunnya,  tidak

bertentangan  dengan  perundang-undangan  demi  asas  kemanfaatan  dan

perlindungan hukum;

Menimbang bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  terbukti  perkawinan

Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  dilaksanakan  sesuai  dengan  syari'at  Islam

sebagaimana yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

adalah pernikahan yang dilakukan sesuai  dengan hukum Islam karena telah

memenuhi  rukun  dan  syarat  yang  ditentukan  serta  tidak  terdapat  halangan

pernikahan menurut  hukum Islam,  sehingga berdasarkan ketentuan Pasal  2

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat

di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk

kepastian  hukum  dan  guna  kepentingan  pencatatan  perkawinan  tersebut

Pemohon I  dan Pemohon II  mengajukan permohonan itsbat nikah ini,  maka

terhadap  maksud  dan  tujuan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tersebut,  Majelis

Hakim  menilainya  sebagai  indikasi  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

mempunyai i’tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I

dan Pemohon II  telah  terbukti  sebagai   pernikahan   yang sah, yang dikaitkan

dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I

dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka seluruh biaya  perkara ini haruslah dibebankan kepada para

Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana telah  diubah dengan  Undang-

undang Nomor 3  Tahun 2006 dan  perubahan kedua dengan  Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon  I,  (Erwin  Rohadi  bin  Mustiadi)

dengan Pemohon II (Darojatin Nidhaul Aulia binti Satriawan Hadi Putra)

yang dilaksanakan pada  tanggal  16 Mei 2013 di Dusun Selat Barat, Desa

Selat, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebankan kepada  Pemohon I dan Pemohon II  untuk membayar  biaya

perkara  sejumlah  Rp.  396.000.-  (Tiga  ratus  sembilan  puluh  enam  ribu

rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari  Kamis tanggal  22 Agustus  2019 Masehi  bertepatan dengan tanggal  21

Zulhijah 1440 Hijriah, oleh Awaluddin, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Unung

Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-

Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
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Anggota dengan dibantu H. Nuzuluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

ttd ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H Awaluddin, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti, 

ttd

H. Nuzuluddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-

4.   PNBP Pgl. I   : Rp.  20.000,-

5.   Redaksi                   : Rp.  10.000,-

6. Meterai                        : Rp.        6.000,-

Jumlah                    : Rp.396.000,- 

                                                  (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,

PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG,

Drs. AHMAD, S.H., M.H.
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